BAB IV

ANALISISPUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NO.1167/PDT.G/2011/PA.TMG TENTANG CERAI GUGAT KARENA

ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK

A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) Putusan Hakim Pengadilan
Agama Temanggung No0.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat
Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak

Adapun analisis Hukum Formil akan penyusun uraseagai berikut:
1. Pihak-Pihak dalam Perkara

Dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg, Pehgadi
Agama Temanggung telah memeriksa dan mengadiliaperiPerdata
Tingkat Pertama dan telah menjatuhkan Putusan d&kmrai Gugat yang
diajukan oleh Isteri (FIDAYATI binti SUMARDIsebagai PENGGUGAT
dan suami (HENDIK RUSTADI bin SURADI) sebagai TERGHAT.
Menurut hemat penyusun perkara ini dapat diangkd®dngadilan Agama
Temanggung karena kedua belah pihak telah sah diesyami isteri
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgKecamatan
Gemawang Kabupaten Temanggung Tanggal 23 April 28®d@gaimana

kutipan Akta Nikah No. 107/45/IV/2009 Tanggal 23rAg009.
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2. Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat
a. Proses Administrasi Perkara Gugatan
Pada prinsipnya proses administrasi Perkara Gugattalah sama
dengan proses administrasi Permohonan Talak. Manbahini, Pasal
55 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 20&jan
dirubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyeabutiiap
pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulaisudah
diajukannya suatu permohonan dan gugatan dan pgiaik yang
berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yaagdku”.**®
Adapun proses tersebut akan penyusun uraikan sSdiegaut:
1) Gugatan diajukan atau ditujukan kepada Ketua Pdélagadengan
permintaan agar Pengadilan:
a) Menentukan hari sidang;
b) Memanggil Penggugat dan Tergugat.
c) Memeriksa perkara yang diajukan kepada Tergugat.
(tercantum dalam Pasal 121 Ayat 1 KiRjo. Pasal 145
R.Bg)**’
2) Mengenai cara mengajukan Gugatan diatur dalam Ha&s&lyat
(1), (2), (3) Undang-Undang Peradilan Agama Nomorfahun
2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 yang isadalah

sebagai berikut:

a) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasakepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatakegin

145 Simak Seri Perundang-Undangamdang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun T@8%ang Peradilan Agamay,ogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2006, HIm. 74.

146 Baca Riduan SyahrankHimpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indongsia
Bandung: Alumni, 1991, HIim. 195.

7 Ibid, HIm. 246.
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Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa iziguggzt.
(termaktub pada Pasal 73 Ayat*4j

b) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar Mege
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergudtdrcantum
pada Pasal 73 Ayat 2¥°

c) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar Mege
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
Hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangkan
atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pugbindang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undanghind
Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 73 Ayat%)

3) Barangsiapa yang dikalahkandengan keputusan waginbayar
ongkos atau biaya perkar@asal 181 HIR)>! agar gugatan resmi
dapat diterima dan didaftar dalam buku register ksa (Pasal 90
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah denganatd
Undang Nomor 50 Tahun 2005}

b. Proses Litigasi (Tahapan Persidangan) Perkara @&ugat
Bahwa adapun tahapan-tahapan dari persidanganragegkgatan
akan penyusun uraikan sebagai berikut:

1) Setelah proses administrasi selesai, maka dimhlapaoses

berperkara di dalam sidang Pengadilan. Prosesdpegn terdiri

atas beberapa sidang.

148 Simak Seri Perundang-Undangaimdang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun T@8%ang Peradilan Agamay,ogyakarta:
Pustaka Yustisia, 200Q@p. Cit Him. 80.

49 |bid, him. 80.

%%pid, him. 80.

51 Lihat Riduan SyahranDp. Cit,him. 215.

52 Baca Seri Perundang-Undang@p. Cit him. 87.
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2) Dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama N@ri@ahun
2006 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50anag,
disebutkan:

a) Apabila gugatan perceraian didasarkan pada alassim&,
maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di
dengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal kiliarga
atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

b) Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksartg
sifat persengketaan antara suami isteri dapat meggat
seorang atau lebih dari keluarga masing-masing kiataupun
orang lain untuk menjadi Hakam. Dalam perkara catangan
Syigaq tersebut pada sidang perdamaian | harusdirhaleh
kedua belah pihak secara pribadr

3) Dalam Pasal 86 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Peradiama

Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-Unblamgor

50 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

a) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah jstan
harta bersama suami isteri dapat diajukan bersamms
dengan gugatan perceraian ataupun sesudah Putusan
perceraian memperoleh kekuatan hukum tébagrah).

b) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan unea
terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut saimgda
putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Unyang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentangun&i‘i

3. Proses Pemeriksaan
a. Pendaftaran Perkara

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari sétetanggal

pendaftaran perkara, kecuali Undang-Undang menantil&in. Pada

perkara ini Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg menurutypsun BAP

(Berita Acara Persidangan) sudah memenuhi pros@dasal 186

158 pid, him. 81.
154 pid, him. 85.
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HIR),**> karena menurut Muhammad Soim Sodigin, SH dari
keterangan yang dihimpun penyusun dari wawancdragse Panitera
Pengadilan Agama Temanggung ialatulai pendaftaran perkara
tertanggal Hari Kamis 11 Oktober 2011, kemudiamniiitkan sidang
pertama yang dilaksanakan pada Tanggal 1 NovembBbéd 2lengan
agenda penasehatan atau memberi kesempatan unta utamai
yang ditunda sampai Tanggal 10 November 2011. Ké&mnud
dilanjutkan dengan agenda pada Tanggal 10 Noven2fdrl yang
isinya pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, ykemudian
ditunda lagi sampai Tanggal 8 Desember 2011. Kearudpada
tanggal 8 Desember 2011 agenda pokok isinya ialad@enjelaskan
tentang pembuktian dan menghadirkan keterangani-saksi dan
ditunda lagi sampai dengan Tanggal 5 Januari 20Ehgy pada
agendanya ialah untuk pembacaan putusan yang ddigabulkan di
depan sidang yang terbuka untuk untdf.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari, Katutenunjuk
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkadatam sebuah
“Penetapan” (Pasal 121 HI® jo Pasal 59 Undang-Undang Peradilan

Agama Nomor 3 Tahun 2088 dirubah dengan Undang-Undang

%5 Baca Riduan Syahrar@p. Cit him. 217.

%8 Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agamaafiggung Kelas | B kepada
Bapak Soim, SH di ruang Keperkaraan pada Hari &élasggal 11 Sepetember 2012 Jam. 10.17
WIB.

57 Simak Riduan Syahrar@p. Cit him. 195.

18 ihat Seri Perundang-Undanga@p. Cit him. 75.
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Nomor 50 Tahun 2009}° Ketua membagikan semua berkas perkara
dan atau surat-surat yang berhubungan dengan peykag diajukan

ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesailPada perkara
tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa menunjuk:

1) Drs. H. Amat Tazal, SH, sebagai Ketua Majelis

2) Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Anggota

3) Drs. Imam Maqdurrudin Alsy sebagai Hakim Anggota

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkaraliatsbersama-
sama Hakim mempelajari berkas perkara. Ketua kesenudienetapkan
Hari dan Tanggal serta Jam kapan perkara akanstip@gkan, serta
memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk dptaenghadap
pada Hari, Tanggal dan Jam yang telah ditentukan(Rasal 121
HIR).*®°

b. Pemanggilan Para Pihak

Bahwa berdasarkan perintah Hakim atau Ketua Majdlisusita
atau Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggifzad&epara pihak
supaya hadir di persidangan pada waktu yang télehtdkan.

Relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pendgg#da para
pihak dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tnagngymenurut
penyusun telah sesuai dengan Pasal 39 UUPA Noni@h8n 2006
dirubah dengan UUPA Nomor 50 Tahun 2009 yang mpaaggilan

itu harus dilaksanakan secara resmi dan patut:yaitu

159 http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/fitifigU_2009_048.pdili akses Pada
Jam 23.02. Tanggal 15 Oktober 2012.
180 simak Riduan Syahrar@p. Cit him. 195.
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1) Dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti gaah.

2) Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipangljitempat
tinggalnya.

3) Jarak antara hari pemanggilan dengan persidanganruba
memenuhi tenggang waktu yang patut (tidak termaswkiibur di
dalamnya)'®*

c. Pemeriksaan Dalam Sidang

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Hakim dalam
menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadaagalah
mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketap seienurut
penyusun bahwa maksud dan tujuan dari mendamaikardapat
berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah slapa yang
menang, akan tetapi dapat terwujud rasa kekeluardaa kerukunan
diantara para pihak\(in Win Solutioh

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2@1TfRg

Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran KTakdilak,

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduahh@leak, namun

tidak berhasil sehingga proses pemeriksaan dileanjutDalam hal ini

Penggugat mengajukan saksi Tetangganya. Setelalording saksi

bersumpah menurut ajaran Agama Islam, kemudian mekan

keterangan. Dari keterangan para saksi tersebuthggBgat
membenarkannya.
Selain saksi, Penggugat juga mengajukan alat lngktipa bukti

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 107/45/1V/200@nggal 23

April 2009 yang sudah dicocokkan dengan aslinyagydieluarkan

161 Baca Seri Perundang-Undang@pm. Cit him. 66-67.
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olen Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabnpat
Temanggung lalu diberi tanda P.1 dan menurut pemyusenyatakan
benar atau cocok.

Setelah pemeriksaan dirasa cukup, Penggugat mohon
keputusannya, kemudian Majelis Hakim bermusyawardan
mempertimbangkan, lalu Hakim Ketua menjatuhkan garudan
dibacakanlah putusan dengan Nomor 1167/Pdt.G/201T/#y.

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ké&ermaudian
persidangan dinyatakan ditutup. Penyusun berpehdsgiava pada
proses pemeriksaan perkara dalam sidang ini sudamemuhi
prosedur, yaitu dilakukan melalui tahap-tahap daldukum Acara
Perdata. Setelah Hakim berusaha dan tidak berhasidamaikan
kedua belah pihak, maka proses pemeriksaan dikamuypada tahap
berikutnya yaitu pembacaan Gugatan, Pembuktianinitegan, dan
Putusan Hakim.

d. Alat Bukti

Dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tent&egali
Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak irengakuan
merupakan alat bukti yang kuat, sehingga putusakintHavajib
mendasarkan pada pengakuan tersebut. Sebagainsaial P4 HIR®
jo. Pasal 311 R.B§® yang berbunyi:“Pengakuan yang diucapkan

dihadapan Hakim adalah menjadi bukti yang sempunnatuk

162 Simak Riduan Syahrar@p. Cit him. 213.
163 |bid, him. 305.
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memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakut@n

diucapkannya sendiri maupun dengan bantuan orang, lgang

dikuasakan untuk melakukannya”

4. Format Putusan

Putusan Pengadilan merupakan output suatu prosadilge di sidang
Pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan sakskspemeriksaan
terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika prosesmbuktian
dinyatakan selesai oleh Hakim, tiba saatnya Hakinengambil
keputusart® Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk Maki
melakukan konstatering peristiwa yang dihadapimengkualifikasidan
mengkonstitusinya Faktor pentingnya ialah fakta atau peristiwanya.
Peraturan hukumnya adalah sebagi suatu alat, detan@ng bersifat
menentukan ialah peristivany®. Mengenai bentuk dan isi putusan
Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1167/Pdt.G/2@1TfRy,
penyusun berpendapat sudah memenuhi aturan dalamatfesebuah
putusan. Dikarenakan telah memenuhi beberapa bagiag menurut
Abdul Manan memang harus ada dalam sebuah puttfsadapun

bagian-bagian tersebut penyusun uraikan sebagkuber

164 Lihat Rusli MuhammadPotret Lembaga Pengadilan Indonesi#akarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006, HIm. 115.

165 Baca SoerosoPraktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan ProsessRangan
Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-7, 2006, HIm. 79

166 |ihat Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pegadil
Agama,Jakarta: Prenada Media, Cetakan Ke-3, Edisi Re20€i5, HIm. 293-297.
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a. Kepala Surat

Bahwa menurut penyusun, urutan pertama dalam bagiadalah
“PUTUSAN” kemudian diikuti dibawahnya dengan Nom@utusan
yang diambil dari Nomor Perkara, lalu dilanjutkaendan kalimat
“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM” dengan diikuti kalimat
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. Penyusun berpendapat bahwa point iniaudesuai
dengan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Agama N8mi@hun
2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tah08 Z@ntang
Peradilan Agam&’ Sebab jika sebuah putusan yang tidak
mencantumkan kalimat tersebut maka putusan yamdutlan tidak
bisa dilaksanakan.

Pencantuman kalimat tersebut dimaksudkan agar Haddlalu
menginsafi bahwa karena sumpahnya dia tidak hamytariggung
jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan di@pakyat, tetapi
juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Mah&Egeenjelasan
Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakimamadxaol8

Tahun 2009}°°

67 Baca Seri Perundang-Undangaimdang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun T@8%ng Peradilan Agama, UU RI No. 7
Tahun 1939 Tentang Peradilan Aganyagyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, HIm. 74.

168 | jhat Abdul Manan©p. Cit him. 293.

189 http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturargfii)U_2009 048.pdf. di akses
Pada Jam 23.02. Tanggal 15 Oktober 2@2.Cit
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b. Identitas Para Pihak

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap penerdata
selalu ada dua pihak yang saling berlawanan, yR@é@oggugat dan
Tergugat. Identitas para pihak harus jelas dildiam putusan, yaitu
Nama, Umur, Agama, Pekerjaan, Tempat Kediaman,Kaatudukan
Sebagai Pihak, serta kuasanya kalau yang bersamgkutnguasakan
kepada orang lait/’ Menurut penyusun bahwa jika hal tersebut sudah
ditulis lengkap, maka akan sesuai dengan prosediaal mudah
dipahami.

c. Duduk Perkara atau Tentang Kejadiannya

Bahwa dalam setiap putusan tentang perkara pendata memuat
secara ringkas tentang Gugatan Penggugat dan Jawgdrgugat
secara ringkas dan jelas yang mana menurut penydisiedam surat
gugatan duduk perkara dan soal kejadiannya diuralk@gan singkat,
padat dan jelas yang tentunya akan mudah dipahamiMajelis yang
menangani perkara tersebut.

Disamping itu, di dalam surat putusan juga harushos secara
jelas tentang alasan dasar dari putusan, Pasdl-BagaPeraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, biaya perkarga $edir dan
tidaknya para pihak yang berperkara pada waktuspatwiucapkan.
Dalam hal ini, menurut penyusun perkara ini sudeguai ketentuan

yang berlaku (Pasal 184 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR, P&3a Ayat 1 dan

170 ihat Abdul Manan©p. Cit him. 293.
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Ayat 2 R.Bg, serta Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2 Ugeddndang
Nomor 48 Tahun 2009y}
d. Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan ini Hakim harus mempertimbang#atil-
dalil Gugatan baik dari dalil-dalil Al-Qur'an danaist atau pun
dalam Kitab-kitab Figih, bantahan atau Eksepsi dafgugat, serta
dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang adai pentimbangan
Hukum, Hakim menarik kesimpulan tentang terbuktiuatidaknya
gugatan itu. Di sinilah argumentasi Hakim dipertkan dalam
mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan
berlangsung’? Mengenai poin ini penyusun menilai sudah sesuai
dengan prosedur peraturan yang berlaku.

e. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendingyenerupakan
Jawaban Petitum dalam Gugatan yang diajukan olagdegat. Amar
putusan diawali dengan kata-kata “MENGADILI”. Dalanal amar
Hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikaouatau ditolak,
atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan huk@ang telah
dilakukannya. Amar putusan memuat suatu pernyathakum,
penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukiemiue lengkap
atau keadaan hukum, isi putusan yang disebut hukubeupa

pembebanan suatu prestasi tertentu, dan pokokrpeykag menjadi

171) ihat Abdul Manan|bid, him. 294.
172) ihat Abdul Manan|bid, him. 295.
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perselisiharjf.73 Menurut penyusun sudah sesuai karena di dalam
putusan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg sueatantum
hal-hal tersebut di atas.

f. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersdiputtuskan,
dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua, dan Hakirgghia yang
memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapanidlajakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Putusanugiajharus ditanda
tangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang.

Disamping itu perlu dicantumkan pula tentang hattliaknya
Penggugat dan Tergugat atau kuasanya pada peraidapaga waktu
putusan diucapkan, sebab hal ini berkaitan kepadpa songkos
perkara dibebankan. Dan juga putusan harus diksgnai secukupnya
dan di tanda tangani oleh Ketua Majelis, anggotggata sidang, serta
oleh panitera pengganti yang ikut persidanjan.

Dari analisis di atas, penyusun menilai jika gatindari Hukum Acara
Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutugkatara Nomor
1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg tentang Cerai Gugat Karetasakh Pelanggaran
Taklik Talak, sudah sesuai mulai prosedur pengapehkara, sampai dengan

perkara tersebut diputuskan.

178 ihat Abdul Manan|bid, him. 296.
174) ihat Abdul Manan|bid, him. 297.
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B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim (Hukum Materiil) Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg
Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak

Menurut Hukum Positif, Penggugat telah mempuny&upualasan untuk
melakukan Cerai Gugat karena dalam posita telafaiian bahwa Penggugat
sudah cukup alasan dan dengan jelas mengapa Pabggeguntut cerai
suaminya, yaitu karena Tergugat tidak lagi menwaraikewajiban nafkahnya,
tidak perduli dengan Penggugat yang hal itu besadiah melanggar Taklik
Talak, sehingga patut dikabulkannya Gugatan Permd(fgSebagaimana
tercantum dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Ndmdahun 1974 jo.
Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Isldf.

Dalam Hukum Islam, perceraian pada prinsipnya ailgr namun menurut
penyusun bahwa dalam keadaan tertentu dimana hakédidupan rumah
tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keohysa dan
kesinambungannya, maka dapat diajukan kepada F&ngatgama yang
harus memenuhi prosedur perceraian dan harus meapookup alasan
seperti suami telah melanggar Taklik Talak.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan Hukum yangndikan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam menyekasgikrkara Nomor
1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg, dapat diketahui bahwa vyalijgdikan dasar
hukum khususnya adalah Hukum Islam dan Peraturam@&ang-Undangan

yang berlaku. Dasar pertimbangan Hukum yang digamatelah sesuai

175 Baca Satria Efendi M. ZeirProblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
Jakarta: Prenada Media, Cetakan Ke-2, 2004, Hlig.. 10
178 Lihat Tim Redaksi Nuansa Auli@p. Cit.
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sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Peradgama. Karena dasar
hukum yang digunakan harus dua macam yaitu Hukdamlglan Hukum
Positif.

Dalam Hukum Positif, setiap putusan perceraian Baikai Talak maupun
Cerai Gugat (UUPA Pasal 73 Ayat (1), (2), (3) NorBofahun 2006 dirubah
dengan Nomor 50 Tahun 2009) harus memenuhi satahakesan perceraian
yang terdapat dalam Pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun tE%it&ng pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawjoarPasal 116
Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau atdasan sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemapekjadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamdua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yamadp sitau karena hal lain
diluar kemampuannya,;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (ltata)n atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengaamyerat yang
membahayakan pihak lain;

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penglakiggan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami attauij

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi phksgen dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukagi dalam rumah
tangga,

7) Suami melanggar taklik talak;

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tewad
ketidakrukunan dalam rumah tangdé’

Kalau diamati secara akademik, faktor-faktornyaceeian ada banyak.

Semisal perempuan yang sudah merasa mampu masebap wanita atau

Y7 Lihat Tim Redaksi Nuansa Auligompilasi Hukum IslamBandung: CV. Nuansa
Aulia, cetakan ke-2, 2009, him. 36. Jo. Perati®amerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. Dikutip
dari Soedaryono SoimirHlukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum PerdataaBBW,
Hukum Islam dan Hukum Adalakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-2, 2004, hi4n. 6
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isteri akan berpikir berulang-ulang kalau dia belomandiri. Wanita yang
sudah faham dengan keseteraan gender juga bisadik@m wanita merasa
ingin derajatnya sama dengan laki-laki atau su&fal.itulah yang bisa juga
menjadi pemicu terjadinya Cerai Gugéat.

Bahwa selanjutnya demi keamanan antar kedua bellaak,pmaka
menurut penyusun agar tidak tinggal dalam satu hus@lama gugatan
berlangsung. Hal ini sesuai Pasal 77 Undang-Undaagadilan Agama
Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undangd¥&® Tahun 2009
menyebutkan bahwaSelama berlangsungnya gugatan perceraian, atas
permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarpartimbangan
bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dap&ngizinkan suami
isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rurhd’®

Dalam putusan ini, menurut penyusun Majelis Hakiemerikan putusan
tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (g) PP. Né&rmi@hun 1975 jo. Pasal
116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini telsesuai dengan perkara
yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agaremanggung, karena
suami atau Tergugat telah melanggar Taklik Talaktgdan Point 4.

Bahwa menurut penyusun Majelis Hakim memberikarugan tersebut

berdasarkan alat bukti berupa Foto Copy KutipanaAktikah Nomor

178 Hasil Wawancara dengdnof. Dr. H. Ahmad Rofig, MA, di Ruangan Kantor beliau
di Majelis Ulama’ Indonesia Provinsi Jawa Tengah BBM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nom@r Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada
Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35 \WA8&ca Moh. ZahidDua Puluh Lima
Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawjn#akarta: Depag Rl Badan Litbang Agama dan
Diklat Keagamaan, 2002.

178 Lihat Seri Perundang-Undangddndang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun T@8%ng Peradilan Agama, UU RI No. 7
Tahun 1939 Tentang Peradilan Aganyagyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, HIm. 82.
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107/45/1V/2009 tertanggal 23 April 2009 yang dikeakan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temamdgenmaterai
cukup, Foto Copy KTP Nomor 33.23.20.500.903.000ggal 10 september
2009, sudah sesuai setelah dicocokkan dengan aslsglanjutnya diberi
tanda P.1, serta diperkuat dari keterangan kedusa ddvawah sumpah. Kedua
saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Btrgug

Bahwa hemat penyusun sudah menjadi kewajiban Seétagm untuk
selalu menyuruh para pihak guna melakukan Medasuld, namun hasilnya
lebih banyak gagalnya atau kurang maksimal. Lemliagfansi mediasi atau
mediator yang profesional pun belum tentu dapatjamen keberhasilan
mediasi, karena hal itu tidaklah mudah dalam mergat pendapat atau
prinsip antara dua pihak yang sudah hilang atawgiip Oleh Karena itu,
perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telEkulian berbagai cara
untuk kedamaian kedua belah pihak untuk tetap meatmnkan keutuhan
rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalarkécuali hanya dengan
jalan perceraian, dengan kata lain bahwa percerdédam hal ini adalah
sebagaiway outbagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapatraiikan
sesuai perceraiannya tadiedua, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu
yang diperbolehkan namun dibenci oleh Agama. (UUR#mor 3 Tahun

2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 By®*

18%Hasil Wawancara dengdtof. Dr. H. Ahmad Rofig, MA, di Ruangan Kantor beliau
di Majelis Ulama’ Indonesia Provinsi Jawa Tengah PPM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nom@y Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada
Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35.WIB

18} jhat Seri Perundang-Undangadndang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun T@8%ng Peradilan Agama, UU RI No. 7
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Dasar pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakimadalmemutuskan
perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukuam]skarena syarat
perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116ladd diantaranya
adanya pelanggaran Taklik Talak oleh suami ataugugat yang
menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcekaara terus menerus
sehingga menjadikan ketidakrukunan diantara keduadiy dalam ruang
lingkup rumah tangg&? Hakim juga mendasarkan pertimbangannya dalam
ajaran Syafi'i dengan hal sekufu atau kecocokam &seimbangan atau
kesesuaian. Hakim menjalankan asas legalitas dengamcari Undang-
undang klausul yang kaitannya dengan PP. Nomorh@ima 975, KHI Pasal
116, Undang-Undang Perkawindi.Maka menurut penyusun perkara ini
termasuk dalam perka@ontensiosa®

A. Thamzil menambahkan dasar pertimbangan Hakim sikénya
Pengadilan Agama Temanggung, addPanitama alasan kedua belah pihak
untuk bercerai telah memenuhi syarat yang ditemtudau yang tercantum

pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bisa dibuktikdihadapan Majelis

Tahun 1939 Tentang Peradilan Agan¥agyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Him. 83. Hkhat
pula hasil wawancara penyusun bahwa men@apak A. Rofig dan Bapak A. Thamzil
sependapat akan hal ini.

182 ihat Tim Redaksi Nuansa Auli@p. Cit

183 Hasil Wawancara dengdmof. Dr. H. Ahmad Rofigq, MA, di Ruangan Kantor beliau
di Majelis Ulama’ Indonesia Provinsi Jawa Tengah BBM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nom@r Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada
Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35.WIB

184 GugatanContensiosatidak terbatas jangkauannya, dapat meliputi sklusidang
perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkandkdé@n dan hak, serta sekaligus agar orang
yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digdgatdihukumkan kepadanya. Sumber
gugat Contensiosadisebabkan oleh adanya persengketaan perikatperdaaan, sengketa hak
milik atau sengketa hak sewa. Yang mana g@mitensiosamempunyai ciri seperti bersifat
partai serta petitum dan putusannya bersi@andemnatoir Yahya Harahap,Kedudukan
Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tal@88 Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan
Ke-3, Edisi Kedua, 2005, him. 192.
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Hakim dalam sidang Pembuktiakedua, bahwakedua belah pihak sudah
melakukan berbagai cara mediasi atau musyawarahpa&t@lamaian secara

kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu sladgah tidak dapat

dirukunkan lagi.Ketiga bahwa segala hal yang tercantum Pada Penjelasan

Pasal 39 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) Unddugeang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974% Pasal 116 KHf® serta PP. No. 9 Tahun 1975tentang
alasan-alasan perceraian. Di Pengadilan Agama Tgguag ini banyak kasus
perkara yang diputus karengerstek'® Bahwa hal ini juga bisa dimaknai
Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006bah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut prinsipk mempersukar
terjadinya perceraian. Sebab untuk memungkinkaahdilkannya perceraian
harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakdkadepan sidang
Pengadilan Agam¥&’

Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa kutiph@ut'an sebagai

dasar Hukum yang menjadi kunci tentang Taklik Tatknh Cerai Gugat

185 Simak Pustaka Yustisi@p. Cit Him. 43.

186 Baca Tim Redaksi Nuansa Auli@p. Cit him. 36.

187 Www.Hukumonline.Com, diakses pada Hari Kamis Tah@y September 2012 Jam
10.30.

188 Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilanmegdemanggundrs. H.
Thamzil, SH, Pada Hari Rabu 18 Juli 2012 Jam 14.41 WIB di RaanBeliau di Pengadilan
Agama Temanggung Lt.2, Jalan Pahlawan Nomor 3 @&p/F0293) 49116 Kode Pos 56214
Temanggung. Dalam hal Verstek tercantum dalam PEXE1149 R.Bg Ayat (1Apabila Pada
hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadimdaula ia tidak menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipangdéngan patut, maka gugatan itu diterima
dengan putusan tak hadir (Verstek), kecuali kalagibPengadilan Negeri bahwa gugatan
tersebut melawan hak atau tidak beralashimat M. FauzanPokok-Pokok Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indone3&karta: Prenada Media, Cetakan ke-2,
2005, him.19.

189 |ihat Rahmadi UsmanAspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di
Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, 2006. HIm. 400.
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adalah diantaranya pada (QS. Al-Bagarah: 229)QS. Al-Bagarah: 230)*
(QS. An-Nisa’: 19)'°? (QS. An-Nisa’: 35)* (QS. An-Nisa’: 128} (Al-
Maidah: 1)} (QS. At-Talag: 2} (QS. An-Nisa’: 21)", (QS. Ar-Ruum:
21)"® (QS. An-Nisa: 34Y° (QS. At-Thalak: 7° (QS. Al-Bagarah: 233}
Dan dari refrensi kitab-kitab Figih diantaranya latiaSyarkowi Ala’t Tabhrir,
Al-Anwar, lanatut Tholibin, Bughyatul Murtasyidifhlahazzab, Tausich, dan
Tanwirul Qulub®®?

Bahwa adapun maksud diadakannya Taklik Talak ialkdha dan daya
upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewgpaenang suaminya agar
si isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh patén dan tingkah laku suami.
Syari'at Islam sudah menentukan secara terperiaki isteri atas suami,
namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suamenunaikan

kewajibanny&®

19| ihat Departemen Agama RDp. Cit him. 28.

1 Ipid, him. 28.

92 |hid, him. 64.

193 pid, him. 66.

194 1bid, him. 78. Menurut beberapa Ulama’ Dalil Nagli bdgiklik Talak adalah Surat
An-Nisa’ Ayat 128. Bahwa seyogyanya pernyataan ikalkhlak dilakukan setelah adanya nusyuz
bagi isteri. Maksudnya pernyataan atau perjanjiaaklif Talak tidak diucapkan setelah
mengucapkan ijab gabul waktu berlangsungnya akeahniAdapun yang dimaksud nusyuz disini
adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nasiari pihak isteri misalnya meninggalkan
rumah tanpa seizin suami. Dalam arti luas nusywahdsuami atau isteri yang meninggalkan
kewajiban bersuami isteri yang membawa kesenggahgaémnngan di antara keduanya. Lihat
SudasonoSepuluh Aspek Agama Isladakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, him. 258-260.

19 Lihat Depag RIOp. Cit,HIm. 84.

19 |bid, Him. 445.

7 Ibid, him. 64.

198 |bid, him. 324.

199 |hid, him. 66.

20pid, him. 446,

% 1pid, him. 29.

202 Baca MahdiyahQp. Cit

203 | jhat pula Peunoh DalyHukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingaardal
Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Isldakarta: Bulan Bintang, 1988, him. 287.
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Bahwa pada dasarnya kewajiban memberi nafkah da&rlpada suami.
Suami ketika melakukan akad nikah sudah membachkTBéak, sehingga
ketika tidak memberikan nafkah selama tiga bulanalaya, maka jatuhlah
talak satu. Terkecuali kalau isterinya menerima a@da udzur syar’i. Dalam
hal ini ada dua versPertama,jika isteri memang menerima maka tidak ada
masalah. Dalam hal ini menerima tapi dengan duataratyaitu dihitung
sebagai hutang dengan ukuran kepatutama’'r(f) dengan disesuaikan
pengahasilan rata-rata daerah tersebut, Kedua tidak menerima tanpa
syarat® A. Thamzil menambahkan bahwa perlu kita ketahusdmma, di
dalam Pengadilan Agama bukan berdasarkan pada kesdnya ukuran
nafkah yang diberikan yang digunakan sebagai algsaa pihak untuk
bercerai, namun di dalam gugatannya harus beraktsanmempunyai dasar
yang kuat yang tentunya dapat di buktikan di depaka sidang atau Majelis,
sehingga tidak dengan ukuran nomial.

Algur'an menonjolkan betapa pentingnya nafkah seimagna tercantum

dalam QS. At-Talak : 17 menyebutkan:

T Xy S0RYAxR OO0 a0 @AXRKON W
S0NODL Teted T ORONTHEIAR
= HEROcH«c O€O0DLGOBO QOMONEHER
+ 63 €W O Lo 0088

Artinya :"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkahenurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkiepddklah

204 Hasil Wawancara dengémof. Dr. H. Ahmad Rofig, MA, di Ruangan Kantor beliau

di Majelis Ulama’ Indonesia Provinsi Jawa Tengah BBM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nom@r Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada
Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35.WIB

205 Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilannfegdemanggunddrs. H.

Thamzil, SH, Pada Hari Rabu 18 Juli 2012 Jam 14.41 WIB di RaanBeliau di Pengadilan
Agama Temanggung Lt.2, Jalan Pahlawan Nomor 3 @&p/F0293) 49116 Kode Pos 56214
Temanggung.
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memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepaya”.
(QS. At-Talaq: 7f%

Dari uraian di atas, maka menurut penyusun Majgd&im mengambil
kesimpulan dengan memutuskan perkara ini dan mefigab Gugatan
Penggugat dengan ditetapkan jatuhnya Talak SatWiKPenggugat kepada
Tergugat, terbukti penggugat telah membayar uangdhwsebesar Rp.
10.000,00 $epuluh Ribu Rupidhkepada Pengadilan Agama Temanggung.
Artinya antara Penggugat dan Tergugat telah pkatam perkawinannya dan
mereka kembali menjadi orang asing antara satu skmmmya sejak

diputuskannya di depan Sidang Pengadilan yangkarbotuk umum.

208 ihat Departemen Agama RDp. Cit him. 446.



